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lḥamdulillāhi Rabbil ‘Ālamīn. Segala puji hanya milik 

Allah Swt. yang telah menganugerahkan nikmat iman, 

ilmu, dan kesempatan kepada umat manusia untuk 

terus belajar, berpikir, dan mengembangkan peradaban. 

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada 

junjungan Nabi Muhammad Saw., sosok pendidik agung yang 

meletakkan fondasi masyarakat berilmu, berakhlak, dan 

berkeadaban. Berkat keteladanan beliau, tradisi keilmuan Islam 

tumbuh dan berkembang, melahirkan institusi-institusi 

pendidikan yang menjadi penjaga sekaligus penggerak 

peradaban, termasuk pesantren yang hingga hari ini tetap 

menjadi bagian penting dari identitas bangsa Indonesia. 

A 
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Membicarakan pesantren sesungguhnya tidak cukup 

hanya melihatnya sebagai lembaga pendidikan. Dalam 

perspektif sosiologi, pesantren merupakan institusi sosial yang 

memiliki sejarah panjang dalam membangun struktur 

kehidupan masyarakat Indonesia. Ia adalah ruang 

berlangsungnya proses reproduksi budaya, pewarisan nilai, 

pembentukan kepemimpinan, penguatan solidaritas sosial, 

hingga lahirnya berbagai gerakan transformasi masyarakat. 

Pesantren tidak hanya menghasilkan lulusan yang memahami 

ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga membentuk manusia yang 

memiliki orientasi moral, kepedulian sosial, dan tanggung jawab 

terhadap kehidupan kebangsaan. 

Dalam keseluruhan sistem tersebut, sosok kiai menjadi 

titik sentral yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi 

pesantren. Kiai bukan sekadar pemilik atau pengelola lembaga 

pendidikan, melainkan figur yang memperoleh legitimasi dari 

keluasan ilmu, integritas moral, keteladanan hidup, serta 

pengabdian kepada masyarakat. Otoritas seorang kiai dibangun 

melalui proses sosial yang panjang, sehingga kehadirannya 

diterima bukan semata-mata karena struktur formal, tetapi 

karena kepercayaan kolektif yang tumbuh dari pengalaman 

masyarakat. Di sinilah letak keunikan kepemimpinan pesantren 

yang berbeda dengan berbagai model kepemimpinan dalam 

organisasi modern. 

Sebagai seorang sosiolog, saya memandang bahwa kiai 

merupakan salah satu bentuk kepemimpinan sosial yang 

memiliki modal simbolik, modal budaya, dan modal sosial yang 

sangat kuat. Pengaruh seorang kiai tidak hanya hadir di 

lingkungan pesantren, tetapi menjangkau masyarakat luas 

melalui jaringan alumni, organisasi keagamaan, lembaga 

pendidikan, aktivitas dakwah, hingga ruang-ruang pengambilan 



Kiai, Pesantren, dan Kuasa Pendidikan | v 

keputusan publik. Karena itu, setiap gagasan, sikap, maupun 

keputusan yang diambil oleh seorang kiai sering kali memiliki 

implikasi yang jauh melampaui batas-batas institusi yang 

dipimpinnya. 

Atas dasar itulah saya memandang bahwa tema yang 

diangkat dalam buku "Kiai, Pesantren, dan Kuasa Pendidikan: 

Menguak Peran Kiai dalam Kebijakan Pendidikan" merupakan 

tema yang sangat relevan, aktual, sekaligus strategis. Selama ini 

pembahasan mengenai pesantren lebih banyak diarahkan pada 

aspek kurikulum, tradisi pembelajaran, kitab kuning, atau 

sejarah kelembagaan. Sementara itu, kajian mengenai relasi 

antara kepemimpinan kiai, dinamika kekuasaan, dan proses 

pembentukan kebijakan pendidikan masih relatif terbatas. 

Padahal, dalam realitas kehidupan berbangsa, pesantren 

merupakan salah satu aktor penting yang ikut memberi warna 

terhadap arah kebijakan pendidikan nasional, khususnya 

pendidikan Islam. 

Istilah "kuasa" yang digunakan dalam judul buku ini 

hendaknya tidak dipahami secara sempit sebagai dominasi atau 

kontrol terhadap pihak lain. Dalam perspektif ilmu sosial, kuasa 

merupakan kemampuan untuk memengaruhi cara berpikir, 

membentuk orientasi nilai, menggerakkan tindakan kolektif, 

dan menghasilkan perubahan sosial. Dalam konteks tersebut, 

kuasa pendidikan yang dimiliki seorang kiai lahir dari kombinasi 

antara legitimasi keilmuan, kepercayaan masyarakat, 

keteladanan moral, serta kapasitas membangun jaringan sosial 

yang luas. Kuasa semacam ini justru menjadi kekuatan yang 

memungkinkan pesantren terus bertahan menghadapi 

berbagai perubahan zaman. 

Sejarah bangsa Indonesia memberikan banyak bukti 

bahwa pesantren tidak pernah berada di pinggir perjalanan 
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bangsa. Pada masa perjuangan kemerdekaan, pesantren 

menjadi pusat konsolidasi umat dan pembentukan semangat 

kebangsaan. Pada masa pembangunan nasional, pesantren 

menjadi mitra pemerintah dalam memperluas akses pendidikan 

dan pemberdayaan masyarakat. Memasuki era reformasi hingga 

transformasi digital dewasa ini, pesantren kembali menunjukkan 

kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan identitas. 

Fleksibilitas tersebut tidak terlepas dari kepemimpinan para kiai 

yang mampu membaca perubahan sosial sekaligus menjaga 

kesinambungan tradisi. 

Sebagai pengasuh pesantren, saya menyaksikan secara 

langsung bahwa kepemimpinan seorang kiai pada masa kini 

menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan 

masa-masa sebelumnya. Perubahan teknologi informasi, 

perkembangan media digital, globalisasi pengetahuan, 

demokratisasi ruang publik, hingga perubahan karakter 

generasi muda menuntut hadirnya model kepemimpinan yang 

lebih adaptif. Kiai tidak lagi cukup hanya menjadi sumber 

otoritas keagamaan, tetapi juga dituntut menjadi komunikator, 

mediator, inovator, dan pemimpin kelembagaan yang mampu 

mengelola perubahan secara bijaksana. 

Dalam konteks kebijakan pendidikan, hubungan antara 

pesantren dan negara juga mengalami perkembangan yang 

sangat dinamis. Pengakuan negara terhadap pesantren melalui 

berbagai regulasi merupakan tonggak penting dalam sejarah 

pendidikan nasional. Namun demikian, hubungan tersebut 

harus dipahami sebagai hubungan yang saling menguatkan, 

bukan saling mendominasi. Negara membutuhkan pesantren 

sebagai mitra strategis dalam pembangunan sumber daya 

manusia, sedangkan pesantren membutuhkan kebijakan yang 
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memberikan ruang bagi berkembangnya kekhasan tradisi, 

kemandirian, dan inovasi pendidikan. 

Buku ini memberikan ruang diskusi yang menarik 

mengenai bagaimana para kiai memainkan peran strategis 

tersebut. Penulis berupaya memperlihatkan bahwa kebijakan 

pendidikan tidak pernah lahir secara linear dari birokrasi 

pemerintahan semata, tetapi juga merupakan hasil dialog 

panjang antara negara, masyarakat, organisasi keagamaan, 

serta tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh sosial. Dalam 

konteks inilah keberadaan kiai menjadi penting sebagai 

jembatan antara aspirasi masyarakat, kebutuhan pesantren, dan 

arah pembangunan pendidikan nasional. 

Saya melihat salah satu kekuatan buku ini terletak pada 

keberaniannya menghubungkan kajian kepesantrenan dengan 

teori-teori sosial mengenai kepemimpinan, otoritas, kekuasaan, 

dan perubahan sosial. Pendekatan seperti ini memperkaya cara 

pandang kita terhadap pesantren. Pesantren tidak lagi hanya 

dipahami sebagai institusi pendidikan tradisional, tetapi juga 

sebagai arena sosial tempat berlangsungnya negosiasi nilai, 

reproduksi budaya, pembentukan identitas kolektif, serta 

pengembangan kepemimpinan masyarakat. 

Di sisi lain, buku ini juga mengingatkan bahwa kekuatan 

pesantren sesungguhnya tidak hanya bertumpu pada figur kiai 

sebagai individu, melainkan pada sistem nilai yang terus 

diwariskan secara turun-temurun. Keikhlasan, kesederhanaan, 

kemandirian, ukhuwah, dan pengabdian kepada masyarakat 

merupakan modal sosial yang menjadikan pesantren tetap 

bertahan di tengah perubahan zaman. Nilai-nilai tersebut 

merupakan fondasi utama yang harus terus dipelihara ketika 

pesantren memasuki ruang-ruang baru dalam pengembangan 

pendidikan, teknologi, ekonomi, maupun kebijakan publik. 
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Sebagai seorang akademisi, saya mengapresiasi 

kesungguhan penulis dalam menyusun buku ini. Pembahasan 

yang sistematis, argumentasi yang logis, serta keberanian 

mengangkat isu yang aktual menunjukkan bahwa karya ini 

disusun melalui proses intelektual yang serius. Buku ini tidak 

hanya memperkaya kajian tentang pesantren, tetapi juga 

memberikan kontribusi terhadap pengembangan sosiologi 

pendidikan, sosiologi agama, studi kepemimpinan Islam, dan 

kebijakan pendidikan di Indonesia. 

Saya berharap buku ini menjadi salah satu referensi 

penting bagi dosen, mahasiswa, peneliti, pengelola pesantren, 

birokrat pendidikan, maupun para pengambil kebijakan yang 

ingin memahami posisi strategis pesantren dalam 

pembangunan bangsa. Lebih dari itu, saya berharap buku ini 

mampu mendorong lahirnya berbagai penelitian lanjutan 

mengenai transformasi kepemimpinan kiai, tata kelola 

pesantren, hubungan agama dan negara, serta kontribusi 

pesantren dalam membangun masyarakat Indonesia yang 

inklusif, berkeadaban, dan berkemajuan. 

Akhirnya, saya mengucapkan selamat kepada penulis atas 

terbitnya karya yang bernilai akademik ini. Semoga buku ini 

menjadi bagian dari ikhtiar kolektif dalam memperkuat tradisi 

keilmuan, memperkaya khazanah studi pesantren, serta 

menghadirkan perspektif baru mengenai relasi antara kiai, 

pesantren, dan kebijakan pendidikan.  

 

Surabaya, Maret 2026 

 

Prof. Dr. H. Ali Maschan Moesa, M.Si. 
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uku “Kiai, Pesantren, dan Kuasa Pendidikan” merupakan 

kontribusi akademik yang penting dalam memperkaya 

khazanah studi Islam, khususnya pada persilangan 

antara sosiologi agama, antropologi pendidikan, dan studi 

kekuasaan. Karya ini tidak hanya menyajikan deskripsi empiris 

yang mendalam mengenai relasi antara kiai, pesantren, dan 

pendidikan di Bangkalan Madura, tetapi juga menawarkan 

kerangka teoretis yang kuat dalam memahami dinamika 

tersebut sebagai bagian dari konstruksi sosial yang kompleks 

dan berlapis (multifaceted). 

Salah satu kontribusi utama buku ini terletak pada 

kemampuannya menempatkan kiai sebagai aktor strategis 

dalam struktur sosial. Penulis menunjukkan bahwa kiai tidak 

B 



x | Dr. Moh. Ismail, S.Pd.I., M.Pd.I. 

dapat dipahami semata sebagai figur religius dan spiritual yang 

berfungsi dalam transmisi pengetahuan keagamaan, melainkan 

sebagai agen sosial, bahkan politik, yang memiliki kapasitas 

untuk memproduksi, mereproduksi, dan mentransformasikan 

tatanan sosial. Posisi ini menempatkan kiai dalam peran yang 

melampaui batas-batas institusi pesantren, menjangkau arena 

sosial, budaya, hingga politik. 

 

*** 

 

Dalam perspektif teori sosial, argumen ini memiliki 

resonansi kuat dengan pemikiran Pierre Bourdieu, khususnya 

dalam karya Outline of a Theory of Practice (1977) dan The Forms 

of Capital (1986). Bourdieu menegaskan bahwa praktik sosial 

dibentuk oleh relasi antara habitus, modal (capital), dan arena 

(field). Dalam kerangka ini, kiai dapat dipahami sebagai aktor 

yang memiliki akumulasi modal sosial, kultural, dan simbolik 

yang signifikan. Modal sosial kiai tercermin dalam jaringan 

relasional yang luas antara santri, alumni, dan masyarakat; 

modal kulturalnya berakar pada penguasaan ilmu agama dan 

otoritas keilmuan; sementara modal simboliknya bersumber 

dari legitimasi religius dan kharisma yang diakui secara kolektif. 

Akumulasi modal tersebut kemudian beroperasi dalam 

suatu habitus yang khas—yakni sistem disposisi yang 

terinternalisasi dan membentuk cara berpikir, bertindak, serta 

merespons realitas (Bourdieu, 1977). Habitus kiai 

memungkinkan fleksibilitas strategis dalam menghadapi 

perubahan sosial, sekaligus mempertahankan kontinuitas 

tradisi. Dalam konteks ini, pesantren dapat dipahami sebagai 

arena sosial tempat berlangsungnya kontestasi dan distribusi 
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berbagai bentuk modal, sekaligus sebagai institusi yang 

mereproduksi struktur sosial melalui mekanisme pendidikan. 

Namun demikian, temuan buku ini tidak sekadar 

mengafirmasi teori Bourdieu. Menurut Pierre Bourdieu, praktik 

sosial sangat dipengaruhi oleh relasi antara habitus, capital, dan 

field. Struktur cenderung mereproduksi dirinya melalui 

mekanisme yang relative stabil. Sementara itu, penulis buku ini, 

Dr. Moh. Ismail, S.Pd.I, M.Pd.I, berargumen bahwa kiai tidak 

hanya mereproduksi struktur, tetapi juga secara aktif 

mentransformasikan struktur sosial. Habitus kiai dalam konteks 

Bangkalan Madura tampak lebih reflektif dan strategis, tidak 

sepenuhnya “terbentuk” oleh struktur, tetapi juga mampu 

mengintervensi dan menggeser arena (field).  

Lebih jauh, pembacaan terhadap pesantren dalam buku 

ini juga dapat diperkaya melalui perspektif relasi kuasa 

sebagaimana dirumuskan oleh Michel Foucault dalam 

Power/Knowledge (1980) dan Discipline and Punish (1977). 

Foucault melihat kuasa tidak semata-mata sebagai sesuatu yang 

represif, tetapi juga produktif—ia bekerja melalui jaringan 

diskursus, praktik, dan institusi. Dalam kerangka ini, pesantren 

tidak dapat dipahami sebagai ruang pedagogis yang netral, 

melainkan sebagai locus di mana pengetahuan dan kuasa saling 

berkelindan. Melalui proses pendidikan, nilai, norma, dan 

otoritas tidak hanya ditransmisikan, tetapi juga dinormalisasi 

dan dilegitimasi. 

Konteks Bangkalan Madura yang menjadi locus kajian 

memberikan dimensi empiris yang kaya bagi argumentasi buku 

ini. Struktur sosial masyarakat Madura yang ditandai oleh 

kuatnya relasi patron-klien, penghormatan tinggi terhadap 

otoritas religius, serta keterikatan kultural terhadap pesantren, 

menjadikan posisi kiai semakin sentral. Dalam lanskap sosial 
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seperti ini, kiai tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin 

spiritual, tetapi juga sebagai mediator sosial, broker budaya, 

dan bahkan aktor politik yang memiliki pengaruh signifikan 

dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal. 

Menurut perpektif Foucauldian, kuasa bersifat tersebar 

(diffused), tidak terpusat, dan bekerja melalui jaringan diskursus 

serta institusi. Dalam konteks ini, buku yang ada di hadapan 

sidang pembaca sekaligus membantah teori Foucault dengan 

menegaskan bahwa dalam konteks pesantren di Madura, kuasa 

justru tampak “menggumpal” dan terpersonifikasi pada figur 

kiai. Relasi kuasa tidak sepenuhnya cair dan anonim, tetapi 

seringkali terkonsentrasi dalam otoritas karismatik individual. 

Kiai menjadi titik simpul di mana kuasa, pengetahuan dan 

legitimasi bertemu secara konkret.  

Dalam konteks yang lebih luas, analisis buku ini juga 

sejalan dengan tradisi sosiologi pendidikan kritis sebagaimana 

dikembangkan oleh Bowles dan Gintis dalam Schooling in 

Capitalist America (1976), yang menekankan bahwa institusi 

pendidikan berperan dalam mereproduksi struktur sosial dan 

relasi kekuasaan. Pesantren, dalam hal ini, tidak hanya menjadi 

ruang pembelajaran, tetapi juga menjadi medium reproduksi 

nilai, otoritas, dan stratifikasi sosial, meskipun dengan 

karakteristik khas yang membedakannya dari institusi 

pendidikan modern lainnya. 

Dengan demikian, buku ini berhasil menunjukkan bahwa 

pendidikan pesantren tidak dapat direduksi menjadi sekadar 

proses pedagogi. Ia merupakan praktik sosial yang sarat dengan 

dimensi kekuasaan, di mana aktor-aktor seperti kiai memainkan 

peran sentral dalam menentukan arah perubahan sosial. 

Pendekatan ini menegaskan pentingnya membaca institusi 

pendidikan dalam kerangka distribusi modal dan relasi kuasa, 
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sebagaimana ditekankan dalam tradisi sosiologi kritis 

kontemporer. 

Jika Bowles dan Gintis lebih menekankan bahwa 

Pendidikan cenderung mereproduksi struktur kelas dan 

ketimpangan sosial, maka buku ini memberikan perspektif yang 

berbeda dengan menegaskan bahwa pesantren tidak hanya 

menjadi alat reproduksi sosial, tetapi juga ruang mobilitas sosial 

dan transformasi kultural. Santri tidak selalu “dikondisikan” 

untuk mempertahankan status quo, tetapi dapat menjadi agen 

perubahan di masyarakatnya. Di sisi lain, kiai tidak semata agen 

reproduksi ideologi, tetapi juga aktor emansipatoris dalam 

konteks tertentu. Dengan demikian, buku ini menggeser 

pandangan deterministik tentang pendidikan sebagai alat 

reproduksi, menuju pemahaman bahwa pendidikan pesantren 

memiliki potensi transformatif dalam konteks tertentu. 

 

*** 

 

Secara metodologis dan konseptual, buku ini layak 

diapresiasi karena mampu menjembatani refleksi teoretis 

dengan realitas empiris. Ia tidak hanya memperkaya literatur 

tentang pesantren dan kiai, tetapi juga membuka ruang 

diskursus yang lebih luas mengenai bagaimana agama, 

pendidikan, dan kekuasaan saling berinteraksi dalam konteks 

masyarakat Muslim Indonesia. 

Akhirnya, kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi 

rujukan penting bagi para akademisi, peneliti, dan mahasiswa 

dalam bidang studi Islam, pendidikan, dan ilmu sosial, serta bagi 

para pengambil kebijakan yang berkepentingan dalam 

pengembangan pendidikan berbasis pesantren. Lebih dari itu, 

buku ini mengingatkan bahwa di balik praktik pendidikan yang 
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tampak sederhana, terdapat struktur sosial yang kompleks dan 

relasi kuasa yang terus bekerja, dinegosiasikan, dan diproduksi 

ulang dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Surabaya, 14 Maret 2026. 

 

Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., M.A., Ph.D.  
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Pengantar Penulis 

 

 

 

egala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan karya ini yang berjudul “Kiai, Pesantren, 

dan Kuasa Pendidikan: Menguak Peran Kiai dalam Kebijakan 

Pendidikan”. Buku ini lahir dari kegelisahan akademik penulis 

terhadap dinamika relasi antara kiai, pesantren, dan sistem 

pendidikan nasional yang terus berkembang. Di tengah arus 

modernisasi dan perubahan kebijakan pendidikan, peran kiai 

sebagai aktor sosial-keagamaan sering kali mengalami 

pergeseran makna. Oleh karena itu, buku ini berupaya 

menghadirkan refleksi kritis dan analitis mengenai posisi 

strategis kiai dalam membentuk arah kebijakan pendidikan di 

Indonesia, khususnya dalam konteks pesantren. 

Penulisan buku ini berangkat dari kesadaran bahwa 

pesantren bukan hanya lembaga pendidikan tradisional, 

melainkan juga pusat reproduksi nilai, budaya, dan kekuasaan 

S 
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sosial-keagamaan yang sangat kuat. Kiai sebagai figur sentral 

dalam pesantren memiliki pengaruh yang tidak hanya terbatas 

pada ruang pendidikan internal, tetapi juga merambah pada 

kebijakan publik yang lebih luas. Dalam banyak kasus, 

pandangan dan sikap kiai turut memengaruhi arah kebijakan 

pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal 

ini menunjukkan bahwa relasi antara kiai, pesantren, dan negara 

merupakan hubungan yang kompleks dan dinamis, sehingga 

perlu dikaji secara lebih mendalam dan sistematis. 

Buku ini juga dilatarbelakangi oleh keinginan penulis 

untuk memahami lebih jauh bagaimana otoritas kiai terbentuk, 

dipertahankan, dan dinegosiasikan dalam konteks perubahan 

sosial. Dalam perspektif sosiologis, kiai tidak hanya dipandang 

sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai aktor sosial 

yang memiliki modal simbolik, kultural, dan bahkan politik. 

Modal tersebut memungkinkan kiai untuk memainkan peran 

penting dalam ruang pendidikan dan kebijakan. Oleh sebab itu, 

penting untuk menelaah bagaimana kekuasaan simbolik 

tersebut bekerja dalam memengaruhi kebijakan pendidikan di 

tingkat lokal maupun nasional. 

Selain itu, transformasi sistem pendidikan di Indonesia 

yang semakin birokratis dan modern menimbulkan tantangan 

tersendiri bagi pesantren dan kiai. Kebijakan pendidikan yang 

cenderung sentralistik sering kali berhadapan dengan nilai-nilai 

tradisional yang hidup di lingkungan pesantren. Dalam konteks 

ini, kiai berada pada posisi yang unik, yaitu sebagai penjaga 

tradisi sekaligus sebagai aktor yang harus beradaptasi dengan 

perubahan. Buku ini mencoba menjelaskan bagaimana kiai 

merespons perubahan tersebut, serta bagaimana strategi yang 

mereka gunakan untuk tetap mempertahankan eksistensi 

pesantren dalam sistem pendidikan nasional. 
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Kajian dalam buku ini juga menyoroti bagaimana relasi 

antara negara dan pesantren mengalami dinamika dari waktu 

ke waktu. Pada satu sisi, negara berupaya melakukan 

standardisasi pendidikan melalui berbagai regulasi dan 

kebijakan. Namun pada sisi lain, pesantren memiliki sistem nilai 

dan struktur otoritas yang khas dan sulit diseragamkan. 

Ketegangan inilah yang menjadi salah satu fokus utama 

pembahasan dalam buku ini. Penulis berupaya menunjukkan 

bahwa relasi tersebut tidak selalu bersifat konflik, tetapi juga 

dapat berbentuk kolaborasi yang saling menguntungkan dalam 

konteks pembangunan pendidikan nasional. 

Dalam konteks historis, pesantren telah lama menjadi 

bagian penting dari perjalanan pendidikan di Indonesia. Kiai 

sebagai pendiri dan pengasuh pesantren memainkan peran 

sentral dalam membentuk karakter pendidikan yang berbasis 

pada nilai-nilai keislaman, moral, dan spiritualitas. Buku ini 

mencoba menelusuri bagaimana sejarah panjang tersebut 

membentuk otoritas kiai hingga saat ini. Dengan memahami 

sejarahnya, diharapkan pembaca dapat melihat bahwa posisi 

kiai dalam kebijakan pendidikan bukanlah sesuatu yang muncul 

secara tiba-tiba, melainkan hasil dari proses panjang yang 

berakar dalam tradisi sosial dan keagamaan. 

Penulis juga menyoroti bagaimana perubahan sosial, 

globalisasi, dan perkembangan teknologi memengaruhi pola 

kepemimpinan kiai di pesantren. Di era digital saat ini, otoritas 

tidak hanya ditentukan oleh kedalaman ilmu agama, tetapi juga 

oleh kemampuan adaptasi terhadap perubahan zaman. Kiai 

dituntut untuk mampu menjembatani nilai-nilai tradisional 

dengan tuntutan modernitas. Buku ini mengkaji bagaimana kiai 

melakukan adaptasi tersebut tanpa kehilangan identitas 
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keulamaan mereka, sekaligus tetap relevan dalam percaturan 

kebijakan pendidikan yang semakin kompleks. 

Lebih jauh, buku ini mengkaji konsep kuasa dalam 

perspektif pendidikan. Kuasa tidak hanya dipahami sebagai 

dominasi, tetapi juga sebagai kemampuan untuk memengaruhi, 

membentuk, dan mengarahkan kebijakan serta praktik 

pendidikan. Dalam konteks ini, kiai memiliki posisi strategis 

karena mereka tidak hanya menjadi pendidik, tetapi juga 

pembentuk opini dan kebijakan di tingkat lokal. Penulis 

berupaya mengurai bagaimana kuasa tersebut bekerja dalam 

jaringan sosial pesantren, serta bagaimana ia berinteraksi 

dengan institusi pendidikan formal dan negara. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam buku ini 

bersifat kualitatif dengan penekanan pada analisis sosiologis 

dan pendidikan. Penulis berupaya memahami fenomena kiai 

dan pesantren tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari 

realitas empiris yang terjadi di lapangan. Data diperoleh melalui 

kajian literatur, observasi, serta refleksi atas berbagai fenomena 

pendidikan di lingkungan pesantren. Dengan pendekatan ini, 

diharapkan pembahasan dalam buku ini dapat memberikan 

gambaran yang lebih utuh dan komprehensif mengenai peran 

kiai dalam kebijakan pendidikan. 

Salah satu fokus penting dalam buku ini adalah 

bagaimana kiai berperan sebagai aktor kebijakan tidak formal. 

Meskipun secara struktural mereka tidak selalu berada dalam 

lembaga pemerintahan, pengaruh mereka sering kali sangat 

signifikan dalam proses pengambilan keputusan pendidikan. 

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia 

tidak hanya dibentuk oleh negara, tetapi juga oleh aktor-aktor 

sosial keagamaan seperti kiai. Buku ini berusaha mengungkap 

mekanisme pengaruh tersebut dalam berbagai level kebijakan. 
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Selain itu, buku ini juga membahas peran pesantren 

sebagai institusi pendidikan alternatif yang memiliki 

karakteristik unik. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai 

lembaga pendidikan formal, tetapi juga sebagai pusat 

pembentukan karakter dan moralitas. Dalam konteks ini, kiai 

memiliki peran ganda sebagai pendidik, pembimbing spiritual, 

sekaligus pengambil kebijakan internal pesantren. Kompleksitas 

peran ini menjadi salah satu aspek penting yang dianalisis 

dalam buku ini. 

Penulis juga menyoroti tantangan yang dihadapi 

pesantren dalam menghadapi kebijakan pendidikan nasional 

yang semakin terstandarisasi. Standarisasi tersebut sering kali 

menuntut penyesuaian kurikulum, administrasi, dan sistem 

evaluasi yang tidak selalu sejalan dengan tradisi pesantren. 

Dalam situasi ini, kiai memainkan peran penting dalam 

melakukan negosiasi antara tuntutan negara dan kebutuhan 

internal pesantren. Buku ini mengkaji bagaimana proses 

negosiasi tersebut berlangsung dalam praktiknya. 

Dalam perspektif teori kekuasaan, kiai dapat dipahami 

sebagai pemilik modal simbolik yang kuat. Modal ini berasal 

dari legitimasi keilmuan agama, kharisma personal, serta 

jaringan sosial yang luas. Buku ini mencoba menjelaskan 

bagaimana modal simbolik tersebut digunakan untuk 

memengaruhi kebijakan pendidikan, baik di tingkat lokal 

maupun nasional. Dengan demikian, peran kiai tidak hanya 

bersifat spiritual, tetapi juga politis dalam arti yang luas. 

Buku ini juga menekankan pentingnya memahami 

pesantren sebagai sistem sosial yang kompleks. Di dalamnya 

terdapat struktur hierarkis, nilai-nilai budaya, serta pola interaksi 

yang khas. Kiai sebagai pusat otoritas memiliki peran sentral 

dalam menjaga keberlangsungan sistem tersebut. Oleh karena 
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itu, setiap perubahan dalam kebijakan pendidikan akan selalu 

berinteraksi dengan struktur sosial pesantren yang telah mapan. 

Hal ini menjadikan kajian tentang kiai dan pesantren sangat 

penting dalam memahami dinamika pendidikan di Indonesia. 

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki 

keterbatasan, baik dari segi data maupun analisis. Namun 

demikian, buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

akademik dalam memperkaya kajian tentang pendidikan Islam, 

khususnya yang berkaitan dengan peran kiai dan pesantren. 

Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk 

penyempurnaan karya ini di masa mendatang. 

Selain kontribusi akademik, buku ini juga diharapkan 

dapat memberikan manfaat praktis bagi para pemangku 

kebijakan pendidikan. Pemahaman yang lebih baik tentang 

peran kiai dalam kebijakan pendidikan dapat membantu 

pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif 

dan kontekstual. Dengan demikian, hubungan antara negara 

dan pesantren dapat terjalin secara lebih harmonis dan 

produktif. 

Akhirnya, penulis menyampaikan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan 

buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis 

menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT, dan 

segala kekurangan dalam buku ini sepenuhnya merupakan 

tanggung jawab penulis. Semoga Allah SWT senantiasa 

memberikan keberkahan atas setiap usaha yang dilakukan. 

 

Penulis,  

 

Moh. Ismail  
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Pengantar Penerbit 

 

 

 

egala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul “Kiai, 

Pesantren, dan Kuasa Pendidikan: Menguak Peran Kiai 

dalam Kebijakan Pendidikan” dapat hadir di tengah para 

pembaca. Penerbit menyambut dengan penuh syukur atas 

terbitnya karya ini sebagai bagian dari kontribusi ilmiah dalam 

memperkaya khazanah kajian pendidikan Islam di Indonesia. 

Buku ini diharapkan menjadi salah satu rujukan penting bagi 

siapa saja yang memiliki perhatian terhadap dinamika 

pesantren, kiai, dan kebijakan pendidikan nasional. 

Di tengah arus perubahan sosial dan transformasi 

kebijakan pendidikan yang semakin cepat, keberadaan kajian 

yang mendalam mengenai peran kiai menjadi sangat relevan. 

Penerbit memandang bahwa buku ini hadir untuk menjawab 

kebutuhan akademik sekaligus sosial, terutama dalam 

memahami bagaimana otoritas keagamaan berinteraksi dengan 

S 
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sistem pendidikan formal. Relasi antara pesantren dan negara 

bukanlah sesuatu yang sederhana, melainkan penuh dengan 

dinamika historis, kultural, dan politik yang kompleks. 

Buku ini memberikan gambaran yang komprehensif 

tentang posisi kiai sebagai aktor penting dalam dunia 

pendidikan. Tidak hanya sebagai pemimpin spiritual, kiai juga 

memiliki peran strategis dalam membentuk arah kebijakan 

pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Penerbit menilai bahwa kajian ini penting untuk membuka 

wawasan pembaca mengenai bagaimana kekuasaan simbolik 

dan sosial bekerja dalam konteks pendidikan berbasis 

pesantren. 

Penerbit mengapresiasi pendekatan analitis yang 

digunakan dalam buku ini, yang mampu mengurai konsep-

konsep seperti kuasa, otoritas, dan institusi pesantren secara 

mendalam. Dalam perspektif ini, pesantren tidak hanya 

dipahami sebagai lembaga pendidikan tradisional, tetapi juga 

sebagai ruang produksi pengetahuan, nilai, dan kebijakan sosial. 

Hal ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki kontribusi besar 

dalam membentuk karakter pendidikan bangsa. 

Kehadiran buku ini juga menjadi penting dalam 

menjembatani pemahaman antara dunia akademik dan realitas 

lapangan. Sering kali terdapat kesenjangan antara kebijakan 

pendidikan yang dirumuskan secara formal dengan praktik 

pendidikan di pesantren. Buku ini membantu menjelaskan 

bagaimana kiai berperan dalam menjembatani kesenjangan 

tersebut melalui mekanisme sosial dan kultural yang mereka 

miliki. 

Penerbit juga melihat bahwa buku ini memberikan 

kontribusi dalam memperkaya diskursus tentang pendidikan 

Islam di Indonesia. Kajian mengenai kiai dan pesantren tidak 



Kiai, Pesantren, dan Kuasa Pendidikan | xxiii 

hanya relevan dalam konteks keagamaan, tetapi juga dalam 

konteks pembangunan pendidikan nasional secara keseluruhan. 

Dengan demikian, buku ini memiliki nilai strategis baik secara 

akademik maupun praktis. 

Dalam konteks globalisasi dan modernisasi, pesantren 

menghadapi berbagai tantangan baru yang menuntut adaptasi 

tanpa harus kehilangan identitasnya. Buku ini menunjukkan 

bagaimana kiai memainkan peran penting dalam proses 

adaptasi tersebut, sehingga pesantren tetap relevan di tengah 

perubahan zaman. Hal ini menjadi salah satu kekuatan utama 

dari kajian yang disajikan dalam buku ini. 

Penerbit berharap buku ini dapat menjadi bahan bacaan 

yang bermanfaat bagi akademisi, peneliti, mahasiswa, serta para 

pemangku kebijakan di bidang pendidikan. Lebih dari itu, buku 

ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi dalam merumuskan 

kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, kontekstual, dan 

berkeadilan, khususnya yang berkaitan dengan lembaga 

pendidikan pesantren. 

Kami juga mengapresiasi kerja keras penulis dalam 

menyusun dan menyelesaikan buku ini dengan penuh dedikasi. 

Proses penulisan yang mendalam dan reflektif ini menunjukkan 

keseriusan dalam mengangkat tema yang sangat penting dan 

strategis bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. 

Penerbit merasa bangga dapat menjadi bagian dari perjalanan 

intelektual ini. 

Akhirnya, penerbit mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah mendukung proses penerbitan buku ini 

hingga selesai. Semoga buku ini memberikan manfaat yang luas 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam 

bidang pendidikan Islam dan kajian pesantren. Kritik dan saran 
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yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan 

karya-karya selanjutnya di masa mendatang.   
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Kerangka Awal  

Pemikiran 

 

 

 

erakan reformasi nasional telah membawa perubahan 

mendasar dalam arah pembangunan Indonesia, 

termasuk dalam bidang pendidikan. Perubahan 

tersebut ditandai dengan menguatnya semangat demokratisasi, 

pengakuan terhadap persamaan derajat manusia, serta 

desentralisasi pembangunan. Namun demikian, reformasi juga 

meninggalkan berbagai persoalan pendidikan, baik pada 

tataran mikro maupun makro. Pada level mikro, persoalan 

kualitas dan relevansi pendidikan masih menjadi tantangan 

serius, sementara pada level makro, isu pemerataan, 

desentralisasi, dan manajemen pendidikan terus menjadi 

perdebatan. Dalam konteks ini, pendidikan dipandang sebagai 

instrumen strategis dalam pemberdayaan individu dan 

G 
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Tinjauan Umum  

Partisipasi Aktor 

 

 

 

Definisi Partisipasi 

Istilah partisipasi banyak dikemukakan dalam berbagai kegiatan 

seperti perumusan kebijakan khususnya kegiatan pemba-

ngunan. Partisipasi menurut pandangan Poerwadarminto 

adalah sejumlah orang yang turut berperan serta dalam suatu 

kegiatan, keikutsertaan dan peran serta.23 Partisipasi secara 

formal didefinisikan sebagai turut wewenang baik secara mental 

dan emosional memberikan sumbangsih kepada proses 

pembuatan dimana keterlibatan secara pribadi orang yang 

bersangkutan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.24 

 
23 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Depdiknas 1984), 998. 
24 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan (Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 1992), 7. 
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Kiai dan Pesantren 

 

 

 

Definisi Kiai  

Tema kiai dalam penelusuran penulis, merujuk pada bahasa 

Jawa.43 Ahmad Adaby, mengurai kata kiai berasal dari bahasa 

Jawa yaitu “kiya-kiya”, yang artinya orang yang dihormati.44 

Secara operasional, istilah kiai digunakan untuk tiga jenis gelar: 

pertama, sebagai gelar kehormatan bagi benda atau hewan 

yang dianggap keramat, seperti Kiai Garuda Kencana dan Kiai 

Rebo dan Kiai Wage. Kedua, gelar yang diberikan kepada orang 

tua pada umumnya. Dan Ketiga, gelar yang diberikan oleh 

masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki 

 
43 Manfred Ziemek, Pesantren dalam Perubahan Sosial, terj. Burche B. 

Soendjojo (Jakarta: P3M, 1986), 130. 
44 Moh. Eksan, Kiai Kelana (Biografi Kiai Muchid Muzadi) (Yogyakarta: 

LKIS, 2000), 1. 
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Kebijakan Publik  

dalam Pendidikan 

 

 

 

Definisi Kebijakan Publik  

Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, 

pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan 

keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan 

keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang 

menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan 

merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mengatur 

penduduk dari atas ke bawah. 

Heinz Eulau dan Kenneth Prewith menyatakan dalam 

pendapatnya, kebijakan adalah sebuah keputusan tetap yang 

dicirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka 

yang mematuhi keputusan-keputusan. Dengan cara memberi 

reward dan sanctions. Secara sentralistik, kebijakan adalah 
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Bangkalan dan Dinamika Peran Kiai 

dalam Kebijakan Pendidikan 

 

 

 

Geografis 

Kabupaten Bangkalan berada pada bagian sebelah barat Pulau 

Madura, terletak pada koordinat 112040’6 – 113008’04 Bujur 

Timur serta 6051’39 – 7011’39 Lintang Selatan. Kabupaten 

Bangkalan memiliki luas 1.260,14 Km2 terbagi menjadi 18 

Kecamatan, 273 desa dan 8 kelurahan. Untuk memudahkan 

pemahaman penjelasan di atas, berikut ini tabel penjelasan luas 

masing-masing kecamatan tesebut. Sedangkan batas 

administrasi wilayah Kabupaten Bangkalan adalah sebagai 

berikut: 

Sebelah Utara : Laut Jawa 

Sebelah Timur : Kabupaten Sampang 

Sebelah Selatan : Selat Madura 



Kiai, Pesantren, dan Kuasa Pendidikan | 151 

Relasi Kuasa Kiai dan Pejabat 

Publik di Bangkalan 

 

 

 

iai dalam konteks ini adalah kiai pesantren merupakan 

pemegang “kuasa” dalam persoalan keagamaan, yang 

berposisi sangat terhormat. Melalui posisi tersebut, kiai 

mampu mempengaruhi dan menggerakkan aksi sosial para 

santrinya, masyarakat dan pejabat publik. Dengan potensi itu, 

tidak jarang sosok kiai terlibat –atau sengaja dilibatkan- dalam 

percaturan politik hingga penentuan kebijakan, terutama 

bidang pendidikan pada masing-masing daerahnya.  

Sejarah mencatat bahwa Indonesia ketika diliputi masa-

masa kolonial, sosok kiai tampil di garda terdepan dalam 

mengobarkan semangat anti kolonialisme kepada masyarakat. 

Seperti KH. Hasyim Asy’ari yang mencetuskan gaung resolusi 

jihad pada para santrinya yang kemudian menjadi kesadaran 

kolektif masyarakat untuk tetap mempertahankan kemerdekaan 

K 
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Partisipasi Kiai Pesantren dan 

Kebijakan Pendidikan di Bangkalan 

 

 

 

eorang kiai/ulama dituntut memiliki peran di segala 

bidang kehidupan. Di bidang agama, ulama bertugas 

menyampaikan risalah, penegak moral dan simbol 

agama. Di sisi lain kiai/ulama juga berperan dalam bidang 

kehidupan yang bersifat profan; ekonomi, sosial budaya dan 

politik. Hal ini dikarenakan, studi tentang kiai tidak hanya dapat 

di lihat dari satu faktor saja (kiai sebagai pemuka/tokoh agama), 

melainkan kiai mempunyai banyak wajah (multy faces) yang 

mencerminkan kompleksitas atau keragaman cara pandangan 

kiai dalam berpolitik. Di kalangan ulama sunni dan begitu juga 

kebanyakan kiai di Indonesia melihat hubungan keduanya tidak 

terpisahkan. 

Partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan di 

Bangkalan tidak dapat dihindarkan, meski sebagian kiai tidak 

terikat dengan partisipasi tersebut. Partisipasi terjadi bukan 

S 
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Epilog 

 

 

 

uku ini lahir dari pergulatan intelektual sekaligus refleksi 

panjang penulis terhadap dinamika hubungan antara 

kiai, pesantren, dan kekuasaan dalam konteks 

pendidikan Islam di Bangkalan. Apa yang disajikan bukan 

sekadar kumpulan data empiris, tetapi juga upaya memahami 

realitas sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat 

pesantren. Kiai sebagai figur sentral tidak hanya menjalankan 

fungsi keagamaan, tetapi juga memainkan peran strategis 

dalam ruang sosial dan politik. Dalam konteks ini, pesantren 

menjadi lebih dari sekadar lembaga pendidikan, melainkan 

ruang produksi nilai, kekuasaan, dan legitimasi sosial yang terus 

berinteraksi dengan struktur pemerintahan. 

Relasi antara kiai dan kekuasaan dalam buku ini 

ditunjukkan sebagai relasi yang dinamis dan tidak tunggal. Ia 

dibentuk oleh sejarah panjang, tradisi keilmuan, serta struktur 

sosial yang mengakar kuat dalam masyarakat Bangkalan. Kiai 

B 
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Dr. Moh. Ismail, S.Pd.I., M.Pd.I. lahir di 

Sumenep pada 03 Juni 1987, tumbuh dalam 

lingkungan keluarga yang religius dan 

menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Sejak 

kecil, ia telah diperkenalkan dengan tradisi 

keilmuan pesantren yang membentuk 

karakter, etika, dan orientasi hidupnya. 

Ayahnya, K. Ibrahim Hamza As-Sanusi, dan ibunya, Suhartini, 

menjadi figur penting yang menanamkan semangat belajar 

serta komitmen terhadap pendidikan agama. Lingkungan 

keluarga yang sederhana namun sarat nilai spiritual ini menjadi 

fondasi awal bagi perjalanan intelektual dan akademiknya di 

kemudian hari. 

Masa kecil Moh. Ismail dihabiskan di kampung 

halamannya di Manding, Aenganyar, Giligenting, Sumenep. Ia 

tumbuh bersama saudara-saudaranya, Siti Zhulaicha, Maulana 
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Ishaq, dan Achmad Ya’qub, dalam suasana kekeluargaan yang 

hangat dan religius. Kehidupan di daerah kepulauan dengan 

keterbatasan akses pendidikan justru memupuk semangatnya 

untuk terus belajar dan berkembang. Sejak dini, ia telah 

menunjukkan ketekunan dan kedisiplinan yang kelak menjadi 

ciri khas dalam perjalanan akademiknya. 

Pendidikan formalnya dimulai di SDN Aenganyar 

Giligenting Sumenep pada tahun 1993 hingga 1999. Pada 

jenjang ini, ia mulai menunjukkan ketertarikan terhadap ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam bidang keagamaan. Setelah itu, 

ia melanjutkan pendidikan ke SLTPN 1 Giligenting Sumenep 

pada tahun 1999 hingga 2002. Masa ini menjadi fase penting 

dalam pembentukan kepribadian remaja yang mulai 

mengembangkan minat terhadap dunia pendidikan Islam 

secara lebih serius. 

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah pertama, 

Moh. Ismail melanjutkan ke MAN Sumenep pada tahun 2004 

hingga 2007. Di lembaga ini, ia semakin mendalami ilmu-ilmu 

keislaman sekaligus memperkuat kemampuan akademiknya. 

Lingkungan madrasah yang religius dan kompetitif memberikan 

ruang bagi dirinya untuk berkembang secara intelektual 

maupun spiritual. Di masa ini pula, ia mulai menunjukkan minat 

yang kuat terhadap dunia pendidikan sebagai bidang yang akan 

digelutinya di masa depan. 

Di samping pendidikan formal, Moh. Ismail juga 

menempuh pendidikan nonformal di berbagai pesantren. Ia 

pernah nyantri di Pondok Pesantren Al-Hasan Giligenting pada 

tahun 2002–2004, yang menjadi awal pendalaman ilmu agama 

secara tradisional. Pengalaman ini memperkaya wawasan 

keagamaannya serta membentuk kedisiplinan hidup ala 

pesantren. Tradisi belajar kitab kuning dan kehidupan 
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sederhana menjadi bagian penting dalam pembentukan 

karakter dirinya. 

Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan pesantren di 

Pondok Pesantren Al-Akhsan Pasar Sore Loteng Sumenep pada 

tahun 2004–2007. Di pesantren ini, ia semakin matang dalam 

memahami khazanah keilmuan Islam klasik. Interaksi dengan 

para kiai dan sesama santri membentuk kepekaan sosial serta 

kemampuan berdialog dalam kerangka keilmuan. Pengalaman 

ini menjadi bekal penting dalam mengintegrasikan tradisi 

pesantren dengan dunia akademik modern. 

Perjalanan intelektualnya berlanjut di Pesantren Luhur Al-

Husna Jemur Wonosari Surabaya pada tahun 2007 hingga 2017. 

Di pesantren ini, ia tidak hanya memperdalam ilmu agama, 

tetapi juga mengembangkan wawasan keilmuan yang lebih 

luas. Lingkungan akademik Surabaya yang dinamis memberikan 

kesempatan baginya untuk berinteraksi dengan berbagai 

pemikiran dan tradisi intelektual yang beragam. Hal ini semakin 

memperkaya perspektifnya dalam memahami pendidikan Islam. 

Pada tahun 2007, Moh. Ismail melanjutkan pendidikan 

tinggi di IAIN Sunan Ampel Surabaya pada program studi 

Pendidikan Agama Islam. Selama menempuh pendidikan S-1 

(2007–2011), ia aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan 

organisasi. Ketekunan dan semangat belajarnya membuahkan 

hasil dengan menyelesaikan studi tepat waktu. Masa ini menjadi 

awal dari perjalanan akademiknya yang lebih serius dalam 

bidang pendidikan Islam. 

Tidak berhenti di jenjang sarjana, ia melanjutkan studi S-

2 di UIN Sunan Ampel Surabaya pada program yang sama, yaitu 

Pendidikan Agama Islam (2012–2014). Pada jenjang ini, ia mulai 

mengembangkan minat penelitian dan kajian ilmiah, khususnya 

dalam bidang pendidikan Islam dan dinamika sosial 
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keagamaan. Kemampuannya dalam analisis akademik semakin 

terasah melalui berbagai tugas dan penelitian yang 

dilakukannya. 

Komitmennya terhadap dunia akademik terus berlanjut 

dengan melanjutkan studi S-3 di UIN Sunan Ampel Surabaya 

pada tahun 2014 hingga 2017. Pada jenjang doktoral ini, ia 

semakin memperdalam kajian pendidikan Islam dengan 

pendekatan yang lebih kritis dan komprehensif. Pengalaman 

akademik ini memperkuat kapasitasnya sebagai seorang 

peneliti dan akademisi yang memiliki kepedulian terhadap 

pengembangan pendidikan Islam di Indonesia, khususnya di 

lingkungan pesantren. 

Selain aktif dalam dunia akademik, Moh. Ismail juga 

memiliki pengalaman organisasi yang cukup luas. Ia pernah 

menjadi pengurus HMJ PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel 

pada tahun 2008–2009. Keterlibatannya dalam organisasi ini 

menjadi sarana untuk mengasah kemampuan kepemimpinan 

dan manajerial. Ia belajar bagaimana mengelola program kerja 

serta membangun komunikasi yang efektif dengan berbagai 

pihak. 

Selanjutnya, ia juga aktif di Dewan Mahasiswa (DEMA) 

IAIN Sunan Ampel pada tahun 2009–2010 serta Senat 

Mahasiswa (SEMA) Fakultas Tarbiyah pada tahun 2010–2011. 

Dalam organisasi ini, ia terlibat dalam berbagai kegiatan 

kemahasiswaan yang bersifat akademik maupun sosial. 

Pengalaman ini memberikan wawasan yang luas tentang 

dinamika organisasi serta pentingnya peran mahasiswa dalam 

pengembangan institusi pendidikan. 

Keterlibatannya dalam organisasi kemahasiswaan juga 

ditunjukkan dengan perannya sebagai Ketua OSCAAR DEMA 

IAIN Sunan Ampel pada tahun 2009–2010. Posisi ini menuntut 
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kemampuan kepemimpinan yang kuat serta tanggung jawab 

dalam mengelola berbagai kegiatan mahasiswa baru. Ia berhasil 

menjalankan peran tersebut dengan baik, sekaligus 

memperluas jaringan dan relasi di kalangan mahasiswa dan 

akademisi. 

Selain itu, Moh. Ismail juga aktif dalam organisasi 

kemasyarakatan, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 

(PMII). Ia pernah menjadi pengurus Komisariat PMII cabang 

Surabaya Selatan (2009–2010) dan Pengurus Cabang PMII 

Surabaya Selatan (2010–2011). Pengalaman ini memperkaya 

perspektifnya dalam memahami dinamika sosial dan 

keagamaan di masyarakat, sekaligus memperkuat komitmennya 

terhadap nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. 

Terakhir, ia juga terlibat dalam Pusat Pengembangan 

Intelektual (P2I) Pascasarjana IAIN Sunan Ampel pada tahun 

2012–2013. Keterlibatan ini menunjukkan konsistensinya dalam 

mengembangkan kapasitas intelektual serta berkontribusi 

dalam dunia akademik. Dengan latar belakang pendidikan yang 

kuat, pengalaman pesantren yang mendalam, serta keterlibatan 

organisasi yang luas, Moh. Ismail hadir sebagai sosok akademisi 

yang berkomitmen dalam pengembangan pendidikan Islam 

yang integratif dan berkelanjutan. 
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Buku “Kiai, Pesantren, dan Kuasa Pendidikan: Menguak Peran Kiai dalam Kebijakan
Pendidikan” mengkaji secara mendalam posisi strategis kiai dalam sistem pendidikan
Indonesia, khususnya dalam konteks pesantren dan kebijakan pendidikan nasional. Kiai
tidak hanya dipahami sebagai figur spiritual dan pengasuh pesantren, tetapi juga sebagai
aktor sosial yang memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan, implementasi, dan
dinamika kebijakan pendidikan. Melalui pendekatan sosiologis dan pendidikan, buku ini
menyoroti bagaimana otoritas kiai terbentuk dari kombinasi antara modal keilmuan agama,
kharisma personal, serta jaringan sosial yang luas di tengah masyarakat.

Lebih jauh, buku ini mengurai relasi kompleks antara pesantren dan negara dalam kerangka
kebijakan pendidikan. Di satu sisi, negara hadir dengan berbagai regulasi dan standardisasi
pendidikan yang bersifat formal dan birokratis. Di sisi lain, pesantren memiliki sistem nilai,
tradisi, dan otoritas kultural yang khas dan tidak selalu mudah diseragamkan. Dalam
ketegangan sekaligus dialog inilah kiai memainkan peran penting sebagai mediator yang
mampu menegosiasikan kepentingan tradisi pesantren dengan tuntutan modernisasi
pendidikan.

Buku ini juga menyoroti konsep “kuasa” dalam perspektif pendidikan, di mana kiai dipahami
sebagai pemilik kekuatan simbolik yang mampu memengaruhi arah kebijakan pendidikan,
baik di tingkat lokal maupun nasional. Kuasa tersebut tidak selalu berbentuk struktural,
tetapi bekerja melalui legitimasi sosial, moral, dan keagamaan yang mengakar kuat di
masyarakat. Dengan demikian, pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan, tetapi
juga ruang produksi nilai dan kekuasaan yang berkontribusi terhadap pembentukan sistem
pendidikan Indonesia.

Selain itu, buku ini menggambarkan bagaimana pesantren menghadapi tantangan
modernisasi, globalisasi, dan perubahan kebijakan pendidikan yang semakin kompleks. Kiai
dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan
identitas keulamaan dan tradisi pesantren. Dari sinilah terlihat bahwa peran kiai sangat
dinamis, tidak hanya sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam
dunia pendidikan.

Secara keseluruhan, buku ini memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan
antara agama, pendidikan, dan kekuasaan di Indonesia. Karya ini diharapkan menjadi
referensi akademik yang bermanfaat bagi peneliti, mahasiswa, praktisi pendidikan, serta
para pengambil kebijakan dalam merumuskan sistem pendidikan yang lebih inklusif,
kontekstual, dan berkeadilan.
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Jl. Jemur Wonosari Gg. Masjid No. 42 
Wonocolo Surabaya
citacendekiaoffice@gmail.com 
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